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RINGKASAN  

Aissya Anindyta Firdayanti. Desember 2024. INKONSTITUSIONALITAS 

BERSYARAT KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI 

MANUSIA (TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 

30/PUU-XX/2022). Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Lambung Mangkurat, 111 halaman. Pembimbing: Muhammad Ananta Firdaus, 

S.H., M.H. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa frasa 

“berjumlah” dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 

Tahun 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal tersebut 

menetapkan bahwa jumlah anggota Komnas HAM harus 35 orang, tetapi dalam 

praktiknya jumlah tersebut tidak pernah terpenuhi sejak lembaga ini didirikan. Jika 

dibandingkan dengan lembaga independen lainnya, jumlah anggota Komnas HAM 

yang diatur dalam undang-undang jauh lebih besar. Beberapa lembaga lain yang 

memiliki tugas strategis dalam sistem ketatanegaraan justru memiliki jumlah 

anggota yang lebih sedikit, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang hanya 

terdiri dari 5 anggota, Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum yang terdiri 

dari 7 anggota, serta Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri dari 9 anggota. 

Sementara itu, jumlah anggota Komnas HAM dari periode ke periode terus 

mengalami penurunan, yaitu 25 anggota pada periode 1993-1998, 22 anggota pada 

1998-2002, 21 anggota pada 2002-2007, 14 anggota pada 2007-2012 dan 2012-

2017, 7 anggota pada 2017-2022, dan 9 anggota pada 2022-2027. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan 

tersebut serta menelaah pelaksanaan eksekusinya terhadap jumlah keanggotaan 

Komnas HAM. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang 

bersifat deskriptif analitis, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan untuk menelaah norma 

hukum yang berkaitan dengan jumlah anggota Komnas HAM dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta pendekatan 

perbandingan untuk menganalisis bagaimana negara lain mengatur keanggotaan 

lembaga serupa guna memperoleh rekomendasi terhadap sistem yang lebih efektif. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan jumlah 

anggota Komnas HAM tidak harus mencapai 35 orang secara mutlak. Mahkamah 

berpendapat bahwa ketentuan yang mengatur jumlah keanggotaan secara kaku telah 

menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak pernah terpenuhi dalam 

praktiknya. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa frasa "berjumlah" harus 

dimaknai sebagai "paling tinggi" 35 anggota agar lebih fleksibel dan disesuaikan 

dengan efektivitas kelembagaan. Dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan, putusan 

ini bersifat self-implementing, yang berarti bahwa sejak dibacakan, Pasal 83 ayat 

(1) tidak lagi memiliki daya guna (efficacy), meskipun masih memiliki daya laku 
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(validity) hingga diubah oleh pembentuk undang-undang. Namun, hingga lebih dari 

dua tahun setelah putusan ini dibacakan, Dewan Perwakilan Rakyat belum 

menindaklanjuti dengan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia. Keterlambatan ini menunjukkan lemahnya political will di 

Indonesia dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, terutama jika 

dibandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang mendapatkan 

respons lebih cepat dari Dewan Perwakilan Rakyat. 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang penulis berikan 

untuk meningkatkan efektivitas Komnas HAM. Pertama, Dewan Perwakilan 

Rakyat dan pemerintah perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia agar ketentuan jumlah anggota Komnas HAM 

lebih fleksibel dan tidak bersifat imperatif. Kedua, mekanisme seleksi anggota 

harus diperbaiki agar lebih transparan, berbasis kebutuhan internasional, serta 

mempertimbangkan kompetensi dan integritas calon anggota. Ketiga, penguatan 

struktur kelembagaan Komnas HAM di tingkat daerah perlu dilakukan melalui 

optimalisasi peran kantor perwakilan serta peningkatan koordinasi dengan 

pemangku kepentingan lokal. Keempat, peningkatan sinergi dengan lembaga lain 

seperti Ombudsman dan Komisi Yudisial diperlukan untuk mempercepat 

penyelesaian kasus yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Kelima, Komnas 

HAM perlu mengembangkan sistem manajemen kerja yang lebih efisien guna 

memastikan bahwa meskipun jumlah anggota lebih sedikit, kinerja tetap optimal. 

Selain itu, adaptasi terhadap praktik terbaik dari negara lain dalam menoptimalkan 

peran lembaga HAM nasional juga dapat diterapkan untuk meningkatkan 

efektivitas dan independensi Komnas HAM. 

Dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan 

Rakyat harus memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas agar 

dapat segera dibahas. Pemerintah juga perlu mendorong koordinasi antara 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Komnas HAM untuk 

mempercepat proses revisi. Selain itu, perlu adanya mekanisme hukum yang 

mengatur batas waktu bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam menindaklanjuti 

putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diterapkan di beberapa 

negara lain. Dengan adanya revisi undang-undang dan penguatan kelembagaan 

yang lebih efektif, Komnas HAM diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan 

lebih baik dalam melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia. 

Aissya Anindyta Firdayanti. Desember 2024. INKONSTITUSIONALITAS 

BERSYARAT KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI 

MANUSIA (TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 

30/PUU-XX/2022). Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Lambung Mangkurat, 111 halaman. Pembimbing: Muhammad Ananta Firdaus, 

S.H., M.H. 
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ABSTRAK  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa frasa 

“berjumlah” dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia inkonstitusional bersyarat. Ketentuan ini mengatur 

bahwa jumlah anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) harus 

tiga puluh lima orang, tetapi dalam praktiknya jumlah tersebut tidak pernah 

terpenuhi sejak lembaga ini didirikan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma 

yang tidak dapat diterapkan dalam praktik menimbulkan ketidakpastian hukum 

yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) 

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XX/2022 serta menelaah pelaksanaan 

eksekusi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap jumlah keanggotaan 

Komnas HAM. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang 

bersifat deskriptif analitis, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan perbandingan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan jumlah 

anggota Komnas HAM tidak harus mencapai tiga puluh lima orang secara mutlak 

dan harus ditafsirkan sebagai “paling tinggi” tiga puluh lima anggota. Putusan ini 

memiliki karakter self-implementing, yang berarti bahwa sejak dibacakan dalam 

sidang pleno Mahkamah Konstitusi, frasa "berjumlah" dalam Pasal 83 ayat (1) tidak 

lagi memiliki kekuatan hukum mengikat dalam makna sebelumnya. Namun, hingga 

lebih dari dua tahun setelah putusan ini dibacakan, Dewan Perwakilan Rakyat 

belum melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, yang menunjukkan lemahnya kemauan politik dalam 

menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. 

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi yang dapat diberikan meliputi perlunya 

revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar 

ketentuan jumlah anggota Komnas HAM lebih fleksibel serta penguatan struktur 

kelembagaan Komnas HAM agar lebih efektif. Selain itu, perlu ada mekanisme 

yang mengatur batas waktu bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam menindaklanjuti 

putusan Mahkamah Konstitusi guna mencegah ketidakpastian hukum yang 

berkepanjangan. 

Kata kunci (keyword) : Putusan Mahkamah Konstitusi, Inkonstitusionalitas 

Bersyarat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengujian Undang-Undang.
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